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RINGKASAN 

 

Judul penelitian adalah Prinsip Kehati-Hatian Peredaran Bahan 

Kimia Berbahaya Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana 

Terorisme. Salah satu tujuan negara adalah melindungi warga 

masyarakat seutuhnya termasuk dari tindak pidana terorisme (TPT). 

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menggunakan hak 

untuk hidup dan hak rasa aman warga masyarakat sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan utamanya. Untuk mencapai tujuan utama tersebut TPT 

melakukan transformasi di segala bidang seperti organisasi, aktor, 

aktivitas dan sarana. Salah satu sarana yang digunakan adalah 

penggunaan bahan kimia berbahaya (BKB) sebagai prekursor peledak 

dari senjata yang di ciptakan yakni Improvised Explosive Device (IED) 

atau bom rakitan. Senjata yang diciptakan berbahan BKB memiliki 

karakterisik high explosive (HEs IED) dan berkembang menjadi 

weapon of mass destruction (WMD) seperti senjata radioaktif (Radio 

Active Material Weapons) dan senjata kimia (Chemical Weapons).  

Perkembangan penggunaan BKB sebagai handak IED tidak 

diiringi upaya pembaharuan hukum untuk mengatur dan mengendalikan 

BKB yang digunakan pelaku TPT. BKB tersebut saat ini diatur oleh 

beberapa peraturan perundang-undangan yang menciptakan 

kekosongan hukum karena tidak seimbang antara kebutuhan praktik 

dengan ketersediaan hukum positif. Penanggulangan TPT 

membutuhkan suatu standart perilaku di bidang peredaran BKB dan 

kerja sama seluruh elemen masyarakat untuk terciptanya suatu sistem 

peringatan dini (early warning). Sistem early warning dari bidang 

peredaran BKB sangat penting karena merupakan garda terakhir 

keamanan dari serangan terorisme.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah 

untuk disertasi ini yakni: (1) karakteristik tindak pidana terorisme di 

Indonesia menggunakan bahan kimia berbahaya, (2) prinsip kehati-

hatian peredaran bahan kimia berbahaya sebagai upaya penanggulangan 

tindak pidana terorisme. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

disertasi ini adalah : (1) Menganalisis dan menemukan karakteristik 

tindak pidana terorisme menggunakan bahan kimia berbahaya. (2) 
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Menemukan prinsip kehati-hatian peredaran bahan kimia berbahaya 

sebagai upaya penanggulangan tindak pidana terorisme.  

Landasan teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam 

disertasi ini adalah: Teori Tujuan Hukum, Teori Perlindungan Hukum 

dan Teori Kebijakan Kriminal. Metode yang digunakan adalah yuridis 

normatif dan pendekatan masalah yang dipergunakan adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 

konsep (conceptual approach), pendekatan perbandingan hukum 

(comparative approach) dan pendekatan filsafat (philosophical 

approach). 

Berdasarkan analisis rumusan masalah pertama menggunakan 

Teori Tujuan Hukum diperoleh temuan sebagai berikut: Karakteritik 

TPT menggunakan BKB adalah jenis senjata yang dihasilkan adalah 

HEs dan WMD. Kedua senjata tersebut lebih berbahaya karena 

menimbulkan korban dalam jumlah yang lebih banyak dan 

membahayakan kesehatan di masa depan bahkan berpengaruh terhadap 

generasi yang akan datang.  

BKB yang di gunakan oleh pelaku TPT pada dasarnya 

merupakan bahan yang inherently dangerous sehingga di lakukan 

pengaturan untuk melindungi warga masyarakat. Peredaran BKB secara 

bebas selain merupakan tindakan pembantuan TPT juga merupakan 

pelanggaran terhadap hak warga masyarakat. Radbruch berpendapat 

esensi hukum adalah keadilan distributif yang proporsional yakni 

membagi hak, kewajiban dan hak subjektif warga masyarakat 

berdasarkan subjek hukum dan objek yang terkaitan. Perkembangan 

penggunaan BKB oleh pelaku TPT memiliki makna objek yang terkait 

yakni BKB dan sifat pelanggaran yakni pembantuan TPT. Subjek 

hukum yang dilindungi berkembang untuk melindungi hak untuk hidup 

warga masyarakat dan pelaku TPT yang tidak memahami tindakannya 

serta hak pelaku usaha untuk melakukan kegiatannya.   

 Adanya perbedaan kedua objek yang berhubungan dan subjek 

hukum yang di lindungi tersebut seharusnya diikuti dengan 

pembangunan hukum di bidang BKB untuk memberikan perlindungan 

terhadap hak untuk hidup warga masyarakat dan pelaku TPT yang tidak 

memahami tindakannya. Kepentingan yang berkaitan dengan hak untuk 

hidup berhubungan dengan fakta dan masalah moral. Secara moral 
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membunuh dan membiarkan mati adalah sama karena kehidupan semua 

orang sama pentingnya dan tidak ada kriteria eksternal yang membuat 

kepentingan mereka tidak setara. Berdasarkan temuan dan analisis 

teoritis tersebut maka di usulkan perubahan pengaturan BKB untuk 

memberikan keadilan dan jaminan terhadap hak untuk hidup warga 

masyarakat dan pelaku TPT yang tidak memahami tindakannya.  

Perubahan pengaturan BKB untuk menanggulangi kejahatan 

merupakan bagian dari kebijakan kriminal yakni penilaian dan 

pemilihan suatu upaya yang sesuai dengan kondisi kejahatan dan 

perkembangannya. Penanggulangan TPT menggunakan BKB tidak 

dapat dilakukan hanya pada pelaku kejahatan TPT tetapi juga 

menjangkau kondisi yang rentan dimanfaatkan untuk kejahatan melalui 

upaya integral antara penal dan non penal mengingat: 1)  hak untuk 

hidup merupakan hak yang tidak dapat dipulihkan; 2) transfromasi 

terorisme menjadikan adanya ketidakpastian sehingga pada titik 

tertentu membutuhkan suatu keputusan; 3) Banyaknya hubungan yang 

berkaitan dengan BKB yakni selain berguna untuk kehidupan manusia 

juga merupakan bahan yang memiliki bahaya dan kegiatan handak 

merupakan  abnormally dangerous activity; 

Ketiga kondisi tersebut memenuhi limitasi penerapan prinsip 

kehati-hatian sebagaimana di sampaikan oleh Robert Hariman yakni 

Kontingensi, Pluralitas dan Praksis.  Berdasarkan pemikiran tersebut 

maka penerapan prinsip kehati-hatian dalam peredaran BKB 

merupakan pilihan yang tepat sesuai dengan perkembangan dimensi 

permasalahan yang ada dan dilakukan melalui upaya preemtive, 

preventif dan represif.  

Upaya Preemtive merupakan upaya mengurangi dari niat pelaku 

TPT untuk menggunakan BKB sebagai senjata. Melalui pengaturan dan 

pembatasan nilai konsentrasi BKB. Upaya Preventive merupakan upaya 

pencegahan melalui perizinan dan prosedur peredaran seperti uji 

kemampaun dan kelayakan, tanda tangan rekan dekat sebagai fungsi 

sebagai kontrol sosial. Pengawasan internal dan eksternal dan adanya 

sanksi administrative. Upaya Represif merupakan penggunaan sanksi 

pidana pada beberapa pelanggaran BKB sebagai primum remdium 

secara selektif untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga 

masyarakat  
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ABSTRACT 

The title of this dissertation is the Precautionary Principles of 

the Circulation of Hazardous Chemicals as an Effort to Combat the 

Crime of Terrorism. This dissertation research discusses 1) What are 

the characteristics of the Crime of Terrorism using hazardous 

chemicals. 2) How is the principle of prudence in the distribution of 

hazardous chemicals as an effort to overcome criminal acts of 

terrorism. 

The two problem formulations were analyzed using normative 

legal research methods using the theory of legal objectives, the theory 

of criminal policy and the theory of legal protection. The research was 

conducted through several approaches, namely the statutory approach, 

the philosophical approach, the conceptual approach and the 

comparative approach. 

The transformation of terrorism uses hazardous chemicals as 

precursors of Improvised Explosive Devices (IED. The use of 

hazardous chemicals and the development of science makes the types of 

IEDs formed apart from high explosives (HEs IEDs), also found 

weapons of mass destruction (WMD) such as radioactive weapons. 

(Radio Active Material Weapons) and chemical weapons (Chemical 

Weapons). The transformation of terrorism will cause death, morbidity, 

onset in mass numbers and affect future generations. The right to life is 

irreversible which requires a special pro-active effort. active law 

enforcement and establish an early warning system in the field of 

distribution of hazardous chemicals. 

To establish an early warning system in the field of hazardous 

chemicals, it is necessary to apply the precautionary principle. The 

application of the precautionary principle is due to the fact that 

protected legal interests are irreversible rights, the many related 

interests related to hazardous chemicals and the transformation of 

terrorism make the dynamics increasingly complex which at a certain 

point requires correct and appropriate decisions. The application of the 

precautionary principle requires administrative sanctions as a form of 

guidance and criminal sanctions for certain violations. 

 

Keywords: hazardous chemicals, terrorism, precautionary principle 
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